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Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi
dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan pangan tersebut melibatkan
interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, salah satu penyuplai produk pangan
tersebut adalah Industri Rumah Tangga Pangan. Pelaku usaha pangan memiliki
beberapa kewajiban, diantaranya mencantumkan label pangan yang sesuai Pasal 8
ayat (1) huruf i UUPK pada kemasan pangan hasil produksinya. Lebel dalam
hukum ekonomi syariah memiliki arti penting yakni sebagai syarat kejelasan objek
yang diperjual belikan, tetapi pada kenyataanya ada beberapa Pelaku usaha industri
rumah tangga pangan yang tidak mencantumkan label sebagaimana peraturan yang
berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: konsep perlindungan hukum
terhadap konsumen Produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten
Purwakarta, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atas labelisasi
produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Purwakarta, serta tinjauan
hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum bagi konsumen atas
labelisasi produk Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan
menggunkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini di lakukan pada Dinas Kesehatan
dan BPOM Kabupaten Purwakarta. Data yang dikumpulkan yakni data primer dan
data sekunder. Data-data yang diperoleh keumudian dianlisis, direduksi, disajikan
da kemudian ditarik kesimpulan

Hasil penelitian menujukan bahwa pelaku usaha industri rumah tangga
pangan di Kabupaten Purwakarta masih banyak yang melanggar ketentuan
pelabelan sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf (i). Dalam pengawasanya Dinas
Kesheatan Kabupaten Purwakarta hanya menerapkan sanksi berupa surat teguran
kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label sebagaimana mestinya.
Padahal seharunya pemerintah menerapkan sanksi berdasarkan PP No. 28 tahun
2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dalam hukum ekonomi syariah
jual beli pangan yang tidak berlebel merupakan jual beli yang sah karena informasi
objeknya diberikan langung oleh penjual. Disamping itu pula pangan yang dijual
belikan telah memenuhi syarat kehalalan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian
labolatorium dinas kesehatan Kabupaten Purwakarta yang tidak menemunkan
bahan-bahan campuran pangan yang haram menurut ajaran agama islam.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Pelaku Usaha dan Hukum Ekonomi
Syariah.
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Food is one of the basic human needs that must be fulfilled in everyday life.
Fulfilling such food needs involves interactions between business actors and
consumers, one of the suppliers of these food products is the Food Home Industry.
Food business actors have several obligations, including including food labels
according to Article 8 paragraph (1) letter i UUPK on the food packaging they
produce. Label in sharia economic law has an important meaning, namely as a
condition for the clarity of objects being traded, but in fact there are several business
actors in the food household industry who do not include labels as in the applicable
regulations.

This study aims to analyze: the concept of legal protection for consumers of Food
Household Industrial Products in Purwakarta Regency, the implementation of legal
protection for consumers on the labeling of Home Food Industry products in
Purwakarta Regency, and a review of sharia economic law on legal protection for
consumers for labeling Industrial products. Food Household in Purwakarta
Regency.

This study uses a descriptive research method, using a qualitative approach. This
research was conducted at the Health Office and BPOM Purwakarta Regency. The
data collected are primary data and secondary data. The data obtained are then
analyzed, reduced, presented and then drawn conclusions

The results show that there are still many business actors in the household food
industry in Purwakarta Regency who violate the labeling provisions as referred to
in Article 8 paragraph (1) letter (i). In its supervision, the Purwakarta District Health
Service only applies a sanction in the form of a warning letter to business actors
who do not include the label properly. Even though the government should apply
sanctions based on PP. 28 of 2004 concerning Food Safety, Quality and Nutrition.
In Islamic economic law, buying and selling of food that is not labeled is a legal
sale and purchase because the information on the object is given directly by the
seller. Besides that, the food that is sold and bought has met the requirements of
halalness, this can be seen from the results of research in the laboratory of the Health
Service Office of Purwakarta Regency which did not find mixed food ingredients
that are haram according to Islamic teachings.
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